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SOSIALISASI KEP
KE FIA UI

Pada bulan November 2022, KEP FEB UI
melakukan sosialisasi kepada Fakultas Ilmu
Administrasi  (FIA) Universitas Indonesia
untuk mempersiapkan pendirian komite
etik. Dalam pertemuan daring ini, KEP FEB
UI membagikan pengalaman terkait
perizinan dan pendirian KEP. 

KEP FEB UIKEP FEB UI

Website: kep.lpem.org Email: kep@lpem-feui.org Komite Etik Penelitian FEB UI

Informasi KEP FEB UI

KEP FEB UI membuka
pengajuan baru klirens etik
pada tanggal 28 setiap
bulannya. 
Pengajuan perpanjangan
dapat dilakukan satu bulan
sebelum persetujuan KEP FEB
UI berakhir.
Segala perubahan pada
penelitian wajib dilaporkan
kepada KEP sebelum
perubahan tersebut
dilaksanakan.

Research Ethics History: The Nuremberg Code (1947)
 Kekhawatiran akan etika penelitian yang melibatkan subjek manusia
berkembang setelah kekejaman rezim Nazi selama Perang Dunia II. Dalam
pengadilan perang Nuremberg, terdapat 23 dokter yang didakwa melakukan
kejahatan terhadap manusia.  Para terdakwa melakukan eksperimen medis
pada narapidana dan subjek hidup lain tanpa meminta persetujuan. Dalam
Trials of War Criminals 1949a juga disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan
pembunuhan, kekejaman, kekejaman, penyiksaan, kekejaman, dan tindakan
tidak manusiawi lainnya.  

Dalam pengadilan juga diputuskan "Permissible Medical Experiments" atau
disebut Nuremberg Code. Adapun poin utama dalam kode etik penelitian
meliputi 1) Kesukarelaan partisipan 2) Kebemanfaatan penelitian 3) Manfaat
penelitian lebih dari risiko 4) Partisipan penelitian dapat berhenti kapanpun.
sumber: CITI Program
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KEP FEB UI juga membagikan pengalaman terkait manajemen operasi KEP, dan
CITI program yang menjadi platform pelatihan di KEP FEB UI. Kedepannya KEP
FIA UI dan FEB UI diharapkan dapat bekerjasama dalam upaya melindungi
subjek manusia dalam penelitian di lingkungan Universitas Indonesia.

Berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset,
kegiatan riset yang melibatkan pihak asing baik lembaga maupun perorangan
perlu  mendapat izin riset dari BRIN.

Pihak asing yang telah mendapatkan izin riset dari BRIN juga perlu secara
berkala melaporkan hasil riset dalam sistem informasi klirens etik. Laporan
dapat diajukan pada pertengahan dan akhir periode riset. Izin riset yang
diterbitkan oleh BRIN berlaku secara mutatis mutandis yang berarti BRIN
memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang
diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

Peraturan ini telah ditetapkan sejak 17 Mei 2022, adapun informasi lengkap
terkait peraturan ini dapat diakses dalam Link Peraturan BRIN

https://kep.lpem.org/
https://ipsh.brin.go.id/download/peraturan-brin-nomor-22-tahun-2022-tentang-klirens-etik-riset/

